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BAB 1 1
PENDAHULUAN

1.1 Alasan Memilih Judul

Pembangunan lima tahun (Pelita) yang sedang giat-giatnya

dilaksanakan merupakan suatu wujud langsung dalam usaha meng-
isi kemerdekaan, demi terwujudnya tujuan nasional bangsa ya-
itu menuju kepada masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah
Subhanahu wataala.
Dengan demikian jelaslah bahva tujuan pembangunan dapat
dijabarkan sebagai usaha untuk meningkatkan taraf hidup mas=-
yarakat. Untuk mencapai tujuan itu sudah tentu pembangunan
dilaksanakan di berbagai bidang, yang mana satu sama lain sa-
ling menunjang, olehy karena itu dapat pula dikatakan bahwa
pembangunen merupakan wadah untuk mengembangkan hidup dan ke-
hidupan masyarakat yang lebih baik secara langsung membawa
perubahan pandangan dalam masyarakat,

Lebih lanjut dipertegas oleh Sudikno Mertokusumo, (1984:
5) bahwa :

Perubahan pandangan menyebabkan timbulnya perubahan pan-

dangan dalam masyarakat, dan perubahan pandangan dalam

masyarakat menimbulkan pula hukum baru.

Berkaitan dengan perubahan pandangan dalam masyarakat
sebagai akibat proses perkembangan kehidupan masyarakat ada-
lah di bidang perhubungan, utamanya dalam hal pengangkutan,
Pembangunan di bidang perhubungan (pengangkutan) menghendaki
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adanya suatu peraturan perundang=undangan yang menun jukkan
adanya suatu aturen hukum yang mengatur tata kehidupan per-
hubungan yang selaras dengan kebutuhan dan perkembangan zZa=-
man,

Pengangkutan memegang peranan penting dalam . . kehidupan
manueia yang meliputi berbagai aspek kegiatan, utamanya kegi-
atan dalam bidang perdagangan. Wajarlah jika masalah pengang-
kutan diatur dengan sebaik-baiknya dalam suatu perundang- un-
dangan, sebab dengan demikian kedudukan hukum pengangkutan
dan terutama memakai jasa angkutan dapat dilindungi. Berhu-
bungan dengan itu, maka salah satu aspek pengangkutan yang
perlu pengkajian khusus adalah menyangkut pelaksanaan pemba-
yaran santunan kecelakaan lalu lintas jalan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atasy maka perihal pe-
laksanaan pembayaran santunan kecelakaan lalu lintas harus
sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 14 ‘_‘tahun 1964
tentang Kecelakaan lalu Lintas Jalan, Pembahasan masalah ini
sekaligus juga untuk mengetzhul bagaimana bentuk pelaksanaan
pembayaran santunan lalu lintas jalan dalam prakteknya di Ko-
tamadya Ujungpandang,

Selain berdasar atas uraian singkat di atas, maka yang
mendorong penulis memilih judul skripsi Beberapa Catatan Hu-
kum Tentang Pelaksanain Pembayaran Santunan Kecelakaan Lalu

Lintas Jalan Di Kotamadya Ujungpandang adalah :
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a. FKelihatan bahwa pelaksanaan pembayaran santunan ke-
celakaan lalu lintas jalan ini belum berjalan secara
efektif, dalam hal ini masih banyak warga masyarakat
.telum mengetahui haknya untuk mendapatkan santunan
kecelakaan lalu lintas yang dialaminya;

b. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana proses atau-
pun persyaratan untuk mendapatkan pembayaran santun-
an kecelakaan lalu lintas Jjalan ini, Penulis ingin
mengetahui pula kriteria korban kecelakaan yang men-
dapatkan santunan., Juga sekaligus untuk mengetahui

piealsh yang tirbhl dan cara pemecahannya.

1.2 Perumusan Masalah

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa masalah -~pelaksanaan
pembayaran santunan kecelakaan lalu lintas jalan adalah mer-
upakan masalah yang belum berjalan secara efektif. Masalah
tersebut akan dibahas dalam skripsi ini yang terbatas _ - pada
hal-hal berikut ini :

a. Apakah setiap warga negara harus mendapat perlimdu-
ngan terhadap kerugian yang diderita karena kecela-
kaan lalu lintas jalan yang disebabkan oleh kendara-
an bermotor 7. .7

b. PBagaimana bentuk dan tujuan perlindungan yang dibe-

rikan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan ?

¢, Siapakah yang berhak menerima santunan kecelakaan




tersebut 7
d. Apakah pelaksanaan pembayaran dana santunan kecela-
Kaan lalu lirtas di Kotamadya Ujungpandang dari ta=-
hun ketahun mengalami penurunan atau peningkatan ?
e. Hambatan-hambatan apakah yang dialami dalam pemba-
yaran santunan kecelakaan lalu lintas jalan di Kota-

madya Ujungpandang ?

1.3 Metode Penelitian

Penulis dalam menulis skripsi ini mgnggunakan pendekatan
yuridis formal, sosiologis dan komperatif., Penggunaan tiga
pendekatan seperti ini dimaksudkan untuk merelenvansikan ka-
Jian skripsi ini dengaw jurusan hukum masyarakat dan pembang-
unan, Untuk mendukung metode pendekatan yang penulis gunakan
di atas, maka digunakan penelitian :

a. Penelitian kepustakaan (library research);

b. Penelitian lapangan (field research).

@a. Penelitian Kepustakaan (library research)

Metode ini digunakan dengan membaca literatur - literatur
yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, Dengan pene-
litian ini dapat diketahui pandangan-pandangan para ahli
yang membahas masalah santunan kecelakaan lalu lintas ja-
lan, baik mengenai proses pelaksanaannya maupun kedudukan
hukum bagi pihak yang mengalami kecelakaan tersebut, se=-

kaligus sebagal dasar untuk mempertajam kerangka dasar
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Penelitian Tapangan (field research)

Penulis melakukan penelitian lapangan dengan ' mewancarai
pihak Asuransi ¥Yecelakaan Jasa Raharja Ujungpandang, pi-
hak korban yang mengalami kecelakaan tersebut serta pihak
kepolisian yang dalam hal ini Kepala Satuan Polisi Ialu
Lintas Kota Besar Ujungpandang.

Sistematika Bahasan

Adapun sistematika pembahasan ini adalah :

1. Bab ini memuat alasan memilih judul, batasan masalah,
metode penelitian dan sistematika pembahasan;

2., Memuat persyaratan untuk mendapatkan pembayaran san-
tunan kecelakaan lalu lintas jalan di Kotamadya Ujung
pandang, dan kriteria (jenis) yang dapat diberikan
santunan serta pelaksanaan pembayaran, yang berhak
mendapatkan santunan kecelakaan lalu lintas jalan dan
besarnya ganti kerugian yang diberikan;

3. Berisi data pembayaran santunan kecelakaan lalu 1lin-
tas jalan dinct;madya Ujungpandang tahun 1985-1990;

4. Yemuat hambatan-hambatan intern dan ekstern berkenaan
dengan pembayaran santunan kecelakaan lalu lintas ja-
lan di Kotamadya Ujungpandang, serta cara-cara peme=-
cahannya:

5. Berisi kesimpulan dan sarap, yang mana . _kesimpulan
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BAB 2 T
EEBERAPA HAL TOLCK MENYANGKUT PEMBAYARAN
SAMTUNAN KRCRIAKAAN IALD LINTAS JAIAN

2.1 Persyaratan Untuk Mendapatkan Tembayaran Santunan Kece-

lakaan lalu lintas jalan

Sebelum penulis membahas persyaratan untuk mendapatkan
pcabayaran swnturan kecelakaan lalu > iatas Jalan, terlebih
dzhulu perulic “atengahkan beberapa hal umum Yang menyangkut
Santunan itu sendiri, Misalnya arti santunan dana kecelakaan
lalu lintae jalan, kedudular hudap Azra “Yacelalgan lalu  lin-
Tus julai dan tujuan dane kecelakazan lalu lintas Jjalan,

Beberapa hal yang menyangkut santunan tersebut di atas,

akan diketengahkan secara sistematis dalam bahasan berikut

ing 3

2.1.1 Fengertiin Santunin Dani Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Dani atau calam bahisa Inggeris 3isebut fund yang arti-
nya keuangan yang terkimpun, stau dapat pula diartikan seba=
gal modal yang tersedia. Merurut T.S.G. Mulia dan K.H.A. Hid-
ding dalam Ensiklopedia Indonesia (1976 : 22) bahwa :

Dana diartikan sebagai modal yang disediakan, diatur dan
diurus sendiri-sendiri menurut tujuan yang tertentu mi=
salnya sebagai dana kecelakaan lalu lintas jalan dan se-
bagainya.

Sedangkan menurut pasal 1 sub b Undang-undang Nomor 31
Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Talu Lintas Jalan, Bahwa :

Dana iilah dana yang terhimpun dari sumbangan wajib yang
dipungut dari para pemilik/perngusaha alat angkutan 1lalu
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-

5 - :
'intas jalan dan yuug dlsediskan untuk menutup akibat
CUelgan karena kecelakaan lalu lintas korban/ahli waris

yang bersangkutan.

Dari pengertian tersebut di atas, nampak dalam pengguna-
an istilah sumbangan wajih yang terhimpun dari tiap pengusaha
atau pemilik alat angkutan lalu lintas jalan, Hemat penulis
penggunaan istilah sumbangan wajib itu kurang tepat, sebab
dengan dengan ietilah csumbangan, hal ini berarti suatu kere-
laan bagi yang menyumbang, oleh karena dalam sumbangan tidak
ada unsur paksaan, apaah iz rela menyumbang atau tidak,

Dengun demikian, cumbangan adalah suatu keikhlasan Ybagi
penyunbang dan bila mana orang rela menyumbang maka  perihal
banyaknya sumbangan yang Jdiberikan tidak dapat ditentukan,
sebelum orang yang memberi sumbangan menyumbang menurut kere-
laan hatinya. Apabila sumbangan itu ditetapkan jumlahnya atau
besarnya, maka makna kerelaan itu akan hilang, karena penyum-
bang terpaksa memenuhi ketentuan tersebut, meskipun  berten-
tangan dengan kehendak hatinya dan menurut kemampuannya,

Tenggunaan istilah surbangan wajid menurut arti gramd-
tikalnya tidak tepat, karena tiduak ada suatu pumbangan yang
diwajibkan, Menurut penulic lebik tepat bila digunakan isti-
lah iuwran wajib, karen. setiap iuran memang diwajibkan bagi
yang dikenakan kewajiban membay:r furan tersedbut,

crtolak dari pengertian dina ¥ecelakaan lalu lintas Ja-

lan sebagai suatu pertanggungan yang diwajibkan oleh negara
é:; P ._b J
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kepada setiap pengusaha atau pemilik kendaraan bermotor alat

angkutan lalu lintas jalan, untuk membayar iuran wajid kepada

negara, maka negara memberikan jaminan atau ganti ketugian
kepada masyarakat yang mendapat/ditimpa musibah kecelakaan
lalu lintas jalan, Dana kecelakaan lalu lintas ini mengandung

3 (tiga) unsur penting yakni pihal penanggung, pihak tertang-

gung dan peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi. Le-

bih lanjut 3 (tiga) unsur tersebut dipnerinci sebagai beri-
kut :

1. Negsra sebagai pihak penanggung dan membayar kepada mas-
yarzhat sebagal pihak texrtangguang, atas sejumlah uang me=
lalui ganti rugi apavila terjadi peristiwa yang . semula
belumr tentu akan terjadi:

2. Masyarakat sebagai pihak tertanggung, yang akan membayar
iuran wajib, yang dapat dipersamakan cebagai premi kepada
negara sebagai pihak penanggung:

3. Adanya perictiwa kecelakazn lalu lintas Jjalan yang menim-

bulkan warge masyarulat yang perupakan korban kecelakazn

lalu lintac jalan, yaitu suatu peristiwa yang semula bé=

J ¥ d
dapat dipastikan akan terjadi.

Negara sebagal pihak penanggung hanya akan membayar gan-
ti rugl kepada raryspukal cebagal pihak tertanggung ap:a;bila
terjaldi cuatu reristiwa kecelakaan lalu lintas jalan yang me-

nimra masyarakat. Dengan demikian nyatalah bahwa ketiga .unsur
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yang disebutkan pada point ke 2 (dua) di atas yang . merupakan
dana kecelakaan lalu lintas jalan sebagai suatu pertanggungan
yang diwajibkan, sebagainana halnya dalam asuransi pada umum=

nya.

2.1.2 ZRedudukan lukum Dana fecelikeaan Yalu Lintas Jalan
Fenpersouikan keduduicann hukum dana kecelakaan lalu 1lin-
tas jalan, maka terlebih dahulu penulis akan . - mengemukakan
apakah dasar hukum pendiriin dana kecelakaan lalu lintas ja-
lan itu sendiri, Terhadap hal itu, sudah tentu dapat ditemu-
kan dalam Undang-ungang Nomcr 34 tahun 1964 tentang . Dasar

1240 pacall Bowyat (1), rasal 20 ayat (1) dan pasal 23 ayat
{2) yeng menjadi landasan diundangkannya Undang-undang  ten-
tang dana kecelakaan lalu lintas jalan ini, Pasal 23 ayat (2)
UUD 10/% menegaion

Segala pajak untuk keperlual negara berdasarkan Undangs

undang.

Ketentuan pasal 23 ayat (2) tersebut di atas, selain
menjadi dasar bagi pemungutan pajak oleh nepara sebagai sum-
ber keuangun negara, juga wengatur pula cara menetapkan ang-
garan pendapatan dan belanja negara (ATEN), serta macam dan
harga mata uvang yang di%eluusr:an oleh negara. Dengan demikian
untuk tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat diper-
lukan guatg biaya yang sangat banyak, yang harus digali dari

pelbagai sumber yang ada.




)
Setagai saluh satu sumber di dalam pengumpulan dana guna

pembayaran jaminan social terhadip regolongan masyarakat yang
patut wmendapat bantuan dari penerintah yakni korban kecelaka-
an lalu lintzes jalan, yang mana puaca dasarnya merupakan salah
gatu perwujudan duri acas Tancasila yang menjadi dasar negara
menuju kesuatu jaminan sosial yang merata Yakni dengan dike-
luarkannya Undung-undang Nemor 24 tahun 1964 tentang Dana Ke~
celakaan Talu Tintas Jalan, Undaug-.ndang ini mengatur ten-
tang peitanggligan yang Jivajlbkan wepada masSyarakat untuk
pemberian jamiaan sosial terhadap segolongan masyarakat lain-

nya.

Tenturng tujusn®anad tecelsbao: 157 Tintas Jalan  dapat
Cilihat rfecars jelas dealam pasal 4 ayat (1) Undang-undang No-

iror 324 tahun 1964 :

ap Oralg yang menjadil korbtan mati atau cacat tetap
QKB ‘:_‘d.t lepg ‘ni-“'.d,mrx LA (v ey 4} k=% g1 L o L-‘_...LL Ai“c'_’ir U.tilr; 12.1“
Tintas j«lin, dane akan memberi ganti "eruglan kepadanya
atau kepada ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan
berdasarkan peraturan pemerintah,

Demikian pula dalam konsideran Undang-undang Nomor : 34
tahun 1964 sub (b) telah ditegaskan bahwa :

Sesuai dengan ketetapan MPRS No, II/MPRS/1960, dana ter=-
sebut yang terhimpun yang belum digunakan dalam waktu
dekat untu menutup akibat keuangan yang disebabkan ka-
rena kecelakaan lalu Vintas jailan, dapat disalurkan
Penggundannye« untuk pembiayaan rencalu-rencana pembang=
Uriail , :
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¥Yemudian ditegaskan pula dalam pasal 9 ayat (1) Peratur-
an Pemerintah No. 18 tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Talu
Lintas Jalan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang- un-
dang Nomor 34 tahun 1964, bahwa :

Bagian dari dana kecelakaan lalu lintas jalan yang in-

verstible diperbungakan dalam proyek-proyek yang produk-

tif dimana pemerintah mempunyai penyertaan modal sepe=-

nuhnya atau sebagi:/ terbesar secara langsung atau - ®i-

dak.

Jika dikaji secara mendalam, maka tujuan dana kecelakaan
lalu lintas jalan akan memuat dua segi :

1. Segi sosial disatu pihak, di mana kedua macam pertang-
gungan wajib tersebut bertujuan untuk memberikan Jaminan
sosial kepada rakyat yang mungkin menjadi korban karena
kecelakaan lalu lintas jalan;

2. Segl yang lain yang mempunyai tujuan yang bersifat eko-
nomis, Segil ekonomisnya sebagaimana telah dijelaskan baik
dari konsideran Undang-undang Nomor 34 tahun 1964, maupun
penjelasan umum Undang-undang ini serta peraturan pelak-
sanaannya yang pada pcloknya dana-dana yang belum diguna-
Kan dalam waktu dekat untuk membayar ganti rugi disedia-

kan sebagai investible funds', yang dapat dipergunakan

oleh pemerintah untuk tujuan-tujuan produktif yang non
inflatoir.
Khusus mengenai persayaratan yang diperlukan untuk men-

dapatkan pembayaran santunan kecelakaan lalu lintas Jalan,




di mana pad< dasarnya semua orang korban/anli waris dari
korban kecelakaan lalu lintus julan yang dijamin oleh Undang
undang Nomor 34 tahun 1964 serta peraturan pelaksanaannya,
berhak untuk mendapatkan santunan Asuransi melalui salah sa-
tu kantor cabang atau perwakilan PT (PERSERO) Asuransi Ke-
rugian Jasa Raharja yang tersebar di seluruh Indonesia baik
di kantor yang berada di daerah tempat kecelakaan terjadi
maupun di daerah dimana korban/ahli waris bertempat tinggal.
Untuk memudahkan masyarakat dalam mengajukan permintaan
sebagai persyaratan untuk mendapatkan hak atas Santunan Asu-
ransi, olen pihak P.T., (Persero) telah disediakan formulir
isian yang disebut Daftar Isian Untuk Mendapatkan Santunan
Dana dan merupakan, dasar dalam penyelesaian permintaan San-
tunan Asuransi, Daftar isian yang dimaksudkan berisikan :
1. FKeterangan tentang kecelakaan yang terjadi dan korban
kecelakaan yang diakibatkan;
2. Yeterangan pemeriksaan dokter/rumah sakit tentang keada-
an korban;
3. Keterangan keabsahan ahli waris bagi korban yang mening-
gal dunia.
Mengingat bahwa tugas yang dibebankan pemerintah kepada
P.T. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja adalah untuk
melaksanakan amanah Undang-undang No. 33 dan 34 tahun 1964,

maka daftay isian untuk mendandtkan Santunan Dane yang di-

-
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maksud disesuaikan pula dengan kedua Undang-undang tersebut,
yakni
1, Daftar Isian Model ¥.1, untuk para korban kecelakaan la=-

lu lintas jalan yaitu korban kecelakaan yang berada di
luar kendaraan bermotor yang menyebabkan atau meanimbul-
kan kecelakaan (UU. No. 34 tahun 1964);

2. Daftar Tsian Madel K.2, untuk para korban kecelakaan
alel angkutan penunpang umum, yaitu para penumpang alat
angkutan penumpang umum yang menjadi korban, baik yang
diakibatkan oleh sebab-sebab yang datang dari dalam mau-
pun dari luar alat angkutan penumpang umum yang bersang-
kutan selama dalam perjalanan,

Formulir daftar isian yang dimaksud dapat diperoleh pa-
da instansi-instansi yang berwenang dalam  per-lalulintasan
dan atau kantor-kantor cabang dan perwakilan P.T. (Perserod
Asuransi Kerugian Jasa Raharja, tanpa dipungut biaya.

Daftar Isian untuk mendapatkan santunan dana yang di=-
maksud, pengisiannya dilakukan oleh instansi-instansi yang
berwenang yang ketentuannya adalah :

1. Daftar Isian Model K.! sebagai pelaksaraan UU. No.34 ta-
hun 1964.

a. Keterangan kecelaksan lalu lintas jalan.
1. Diisi oleh salah satu instansi tersebut dibawah ini:

@a. Fepolisian dalam hal ini Polisi Lalu-Lintas;
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b. Dinas Lalu-Lintas Angkutan Jalan Raya (DLIAJR);

¢c. Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA):

d.  «tau instansi-instansi pemerintah yang berwenang
lainnya yang bersangkutan dengan kecelakaan lalu
lintas jalan yang terjadi, jika keadaan “tidak
memungkinkan untuk diisi oleh salah satu instan-
el tergebut di atas.

reterangan Dokter

Diisi oleh dokter atau mantri kesehatan atau yang

berwenang lainnya, yang bersangkutan dengan perawat-

an dan pengobatan ' c.rban.

Keterangan Ahli Waris

Keterangan ini diisi apahila korban kecelakaan ter-

sebut meninggal dunia, yang dimaksudkan untuk keper-

luan keabsahan ahli waris dan keterangan tersebut
diisi oleh Pamongpraja (Lurah, Camat dsb) di tempat
korban bertempat tinggal atau instansi yang berwe-

nang lainnya yang mengurus soal pewarisan,

Daftar Isian Model K.2, sebagai pelaksanaan UU, No, 34

tahun 1964,

a.

Keterangan kecelakaan penumpang alat angkutan penum-
pang umum,
Diisi oleh salah satu instansi atau badan tersebut

di bawah ini :
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a. Kepolisian dalam hal ini Polisi Lalu-Lintas;

b. Dinas Lalu-Tintas Angkutan Jalan Raya (DLIAJR);

¢. TPerusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA);

d. Perusahaan Pelayaran Nasional atau Penguasa Pe-
labuhan Taut;

eé. Dinas Talu Tintas Angkutan Sungai, Danau dan Pe-
nyeberangan (DLTASDPR);

f. Perusahaan Penerbangan Nasional atau . Penguasa
Pelabuhan Udara;

£. Organisasi Angkutan Jalan Raya;

h. atau instansi-instansi pemerintah yang berwenang
lainnya yang bersangkutan dengan kecelakaan yang
terjadi, jika keadaan tidak memungkinkan  untuk
diisi oleh salah satu instansi sebagai tersebut
di atas,

Teterangan Dokter

Diisi oleh dokter atau Mantri kesehatan atau yang

berwenang lainnya, yang bersangkutan dengan perawat-

an dan pengobatan korban,

Keterangan Ahli Waris

Keterangan ini diisi apabila korban kecelakaan ter=-

sebut meninggal dunia Yang dimaksudkan untuk keper-

luan keabsahan ahli waris dan keterangan tersebut

diisi oleh Pamongpraja (ILurah, Camat dsb) di .tempat
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korban bertempat tinggal atau instansi yang berwenang
lainnya yang mengurus soal pewarisan,

Daftar Isian Model K.1 dikhususkan untuk mengajukan su-
rat permohonan untuk mendapatkan Santunan Dana Korban Kecela-
kaan ILalu lintas Jalan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 34
tahun 1964, sedangkan Daftar Isian Model K.2 adalah surat
permohonan untuk mendapatkan Santunan Dana Torban ¥Kecelakaan
penumpang alat angkutan umum kendaraan bermotor, Kereta Api,
Kapal Taut atau Sungai, Pesawat Udara, sesuail dengan Undang-
undang Nomor 32 tahun 1964, Kedua daftar isian tersebut dibe-
rikan secara cuma-cuma oleh P,T, (Persero) Asuransi Kerugian
Jasa Raharja. Untuk Jebih jelasnya kedua model daftar isian
tercebut, dapat dilihat pada halaman lampiran dalam penulisan
skripsi ini,

Dengan demikian nyatalah bahwa untuk mendapatkan pemba=-
Yaran santunan kecelakaan lalu Jintas jalan tersebut pihak
korban atau ahli warisnya harus mengisi daftar isian menurut
Jenis kecelakaan yang terjadi, disertai bukti yang sah seba=-
gai lampiran, baik bukti diri korban atau ahli warisnya mau-
pun bukti biaya perawatan untuk kemudian diajukan pada kantor
cabang atau perwakilan P.T, (Persero) Asuransi Kerugian Jasa
Raharja.

Mengenai kelengkapan berkas untuk mendapatkan pembayaran

santunan kecelakaan lalu lintas jalan dapat diperinci :
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Dalam hal korban meninggal dunia:

a. Daftar isian model K-1 yang telah diisi lengkap oleh
instansi yang berwenang sebagal dokumen dasar;

b, Bukti diri tentang ahli waris korban berupa kartu
tanda penduduk (KTP) atau surat nikah atau keterangan
lain yang sah, yang menyatakan kebenaran bukti diri
ahli waris korban, misalnya surat ketetapan dari Mah-
kamah Syariah.

Dalam hal korban hanya menderita luka-luka:

a. Daftar isian model K-1 yang telah diisi lengkap -oleh
instansi yang berwenang sebagal dokumen dasar;

b. FKuitansi yang asli dan sah mengenai biaya-biaya pera-
watan dan pengobatan dari dokter atau rumah gsakit
yang merawat korban dan apotik tempat pembelian obat-
obatan;

¢. Bukti diri korban atau instansi yang mengajukan per-
mintaan santunan asuransi untuk biaya perawatan.

Dalam hal korban menderita cacat tetap yang tidak dapat

disembuhkan:

a. Daftar isian model ¥-1 yang telah diisi lengkap oleh
instansi yang bterwenang sebagil dokumen dasar;

b. TYeterangan dokter yang merawat korban yang mengalami
cacat tetap tersebut;

¢. Bukti diri korban berupa kartu atau keterangan tanda

‘
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penduduk atau keterangan lainnya yang sah yang menya-
takan kebenaran bukti diri korban.

Adanya penerimaan berkas pengajuan untuk .wmerndapatkan
pembayaran santunan kecelakaan lalu lintas jalan dari korban
atau ahli waris, maka oleh Pejabat P.T. (Persero) Asuransi
Kerugian Jasa Raharja dilakukan penelitian untuk dapat mene-
tapkan terjamin atau tidaknya korban menurut Undang - undang

Nomor 34 tahun 1964,

2,2 ¥riteria (jenis) Kecelakaan Yang Dapat Diberikan Santun-

an Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Di dalam Undang-undan: Nomor 34 tahun 1964 telah dite-
gaskan bahwa yang berhak menerima penggantian kerugian adalah
orang yang menjadi korban yang berada di luar alat . angkutan
lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, Hal ini sesuai
dengan pasal 10 ayat (1) P.P. No. 18 Tahun 1965, yang menen-
tukan bahwa i

Setiap orang yang berada di luar alat angkutan 1alu lin-

tas jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi kor-

ban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu

lintas jalan tersebut sebagai demikian diberi hak atas

suatu pembayaran dari dana kecelakaan lalu lintas jalan,

kecuali dalam hal yang tercantum dalam pasal 13.

Namun demikian tidak semua orang yang berada di . . luar
alat angkutan tersebut yang menjadi korban) berhak atas ganti
kerugian, Hal ini sesuai dengan pendapat Ny. Emmy Pangaribuan

Simanjuntak (1980 : 48):

v |
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evese Akan tetapi tidak setiap orang yang berada di lu-
ar «lat angkutan lalu lintas J«lan yang menjadi korban
itu dengan sendirinya mempuny« i hak atas penggantian ke-
Tugian itu, sebab dengan jelas tujuan pemerintah adalah
membantu orang-orans yang mendarat kecelakaan lalu lin-
tas Jjalan harus diluar kesalahwinya,

Jelas bahva yang mendapat perlindungan dari pemerintah
hanyalalh orang-orang yang tidak berc«lah tetapi menjudi kor-
btan kecelakaan lalu lintas Julan, Itulah sebabnya maka dalam
pasal 12 I',T No, 18 Tahun 1065 telah ditentuken bahwa peng-

gantian Yerugian tidak akan diberikarn dpabila korban cendiri

pada waltu Veeoelakaan terjaci Tepdda ddam keadagn
T o Jdiz il Teobeiar ' Lunlh A1 wtad atan kKesengajaan
Lla iz L,a-._’u. i il korban etan ahli 'b'.'d.risnya.;

2. Keccldkaan terjadi puda waktu korban sedang

a, dalam keadaan mabuk atau taf sadar;

o
Lo £ elalbasi i U ALta ‘u..-.}
e wlaupun forben dia¥ivetkan olch atau terjadi  karena

V.CcrSan acmpunyai cacat badan atau keadaan badaniah
luar biasa Yain.
se alal .iglutan lalu lintas jalan yang bersangkutan sedang
dipergunakan turut sertua dalam suatu perlombaan, kecakap-
an atau kecepatan;
4. Kecelakaan terjadi akibat bencana alam;
5. Kecelakaan terjadi sebagai akibat langsung y«ng mempunyai
hubungan dengan perang atau bencana rerang:

6. Kecelakaan terjadi sebagai akibat reaksi inti atom.




Berdasarkan keterangan tersebut di atas, nampak dan je-
las bahwa Undang-undang tidak memberivan ganti rugi, khusus
kecelakaan yang terjadi dalam kead«an perlombaan, ' kecakapan
atau kecepatan, bencana «lam, bencana perang dan akibat reak-
si inti atom (lihat point 2 sampai dengan 6). Hemat penulis
merupakanl realisasi hukum pertangguwigen, yang menentukan bah-
W& pdda «s«4tnya penanggung itu hanya wajidb nengganti kerugian
yang diderita oleh orang-orang yang berkepentingan sebagai
akibat langcung dari pada evernement pertanggungan kecelakaan
daln lintas Jjalang

Kriteria (jenis) kecelakaan yang diberikan santunan ter-
sebut di atas, mika yang ¢ijamin atau terjamin menurut Undang
urdang omer %A tuhun 17°F4 ol fcuutorean Femerintah Nomor 18
tekun 1778 ada’

1. wetiap oralis yang meanjadi Forban ditabrak oleh kendaraan

termctor atau kLeéreta api; i ¥ i A Sl 0.

2, Sevinp orang «17u merche yang veradaw di dalam suvatu ken-
‘ -

4P St difil e UTWRS Wi Wiy i plngemudl ) enlualadn

F-Li ditumpanginya dinyatakan tidak bersalah (bukan sebas=

gai yung menimbulkan atau menyebabkan kecelakaan) menurut
Undang-undang lalu lintas Jjavl2n yang berlaku, termasuk
dalam hal ini untuk para penumpang kendaraan bermotor
pribadi dan sepeda motor,

Kriteria (Jjenis) kecelakaan yang diberikan santunan me-

Undang-undang Nomor 3 tahun 1964 jo. Peraturan Pemerintah No=-




R i v

hoe

mor 18 tahun 1965 adalah korban yang ditabrak oleh kendaraan

bermotor,

2,3 Yang Berhak Mendapatkan Santunan Kecelakaan Lalu Lintas

Jalan,

Untuk mengetdhui siapa-siapa yang berhak mendapatkan .

santunan kecelakaan lalu lintus jalan, dapat ditemukan dalam

T

a8al 12 ayat (1) dan (2) P.T. Ho. 12 taihun 1965 di mana da-
P N

lam ketentuan tersebut dinyatakan:

Yang berhak mendapatkan pembayiran dana dalam hal kema-
tian korbtan adalah jandanya yang sah, dalam hal tidak
ada jandanya/dudany« dan anak-anaknya yang sah, kepada
orang tuanya yang sah., Dan dalam hal korban tidak me=
ninggal dunia, pembayarannya diberikan kepada korban,

Apabila diperinei kriteria itu, maka yang berhak menda-

patkan ¢

L™

d.

- -

:ntunan kecelzkzan lzalu lintas jalan adalah :

Jalhda atal duda yan; sal, «puwbila korban meninggal
dulnias}

Silamina tidak ada janda atau duda yang sah, maka
anik-anaknya y«ng sah;

Crang tuwnys, bilidane golongan « dan b di atas ti-
Jax adas

Forban sendiri, btilamana tidak meninggal dunia,

Perlu pula diketahui bahwa hak untuk mendapatkan ganti

kerugian tidak boleh dilakukan ataupun diserahkan kepada pi-

hak lain, digadailkan atau dibuat tanggungan pinjaman, atau

disita untuk menjalankan putusan hakim ataupun menjalankan
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pallisemen, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (3)
P,P No. 18 tahun 1965,

Diketahuinya siapa-siapa yang berhak mendapatkan santu-
nan kecelakaazn lalu lintas jalan tersebut, maka menurut Ny,
Emmy Pangaribuan Simanjuntak (1980 : 48) bahwa :

Sidpa yang berhak mendapatkan ganti kerugian maka dia-

lalh yang menuntut ganti rugi itu.

Kemudian orang-orang yang berhak terseout di atas harus
menghutungi instansi yang langsung wenangani soal kecelakaan
itu sendiri Jdan untuk celanjutnya menghubungi soal pula in=
starei lainnya yang dapet menberilan surat keterangan sebagail
alat bulti tentaing Yecelallaan ite sendiri maupun mengenai
korban atau ahli warisnya. Eal ini cesuai dengan ' .. ketentuan
pada pasal 17 ayat (2) P.P., No. 18 tahun 1965, yang berbunyi:

Tntuk pembuktian keabsahian sudtu tuntulan terhadap ddna
kecelakaan lalu lintas j:ilan, wajib diserahkan surat - surat
sebagal berikut :

a2, Dalam k3l vematiand

le lroses verbal polisi lalu lintas atau pejabat .lain

Yang Lerwenang tentang kecelakaan yang telah terjadi
dengan «lat angkuten lalu lintas jalan yang bersang-
utan, yang meng«kibatkan kematian pewaris si penun-
tuts v

J. soputusen hakim atau pihal: berwajib lain yang berwe=




)
bexld
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nang tentang pewarisan yang bersangkutan;
Surat-surat keterangan dokter atau bukti lain yang
dianggap perlu guna pengesahan fakta kematian yang
terjadi hubung«n sebad musabab kematian tersebut de-
ngan penggundan alat angkutan lalu lintas jalan se-
bagai demikian; den hal-hal yang menentukan jumlah
pembayar«n dana yang harus diberikan,

Dalam hal cacat tetap «tau cedera :

Yroses verbal poli=i lalu lintas jalan atau lain

yang berwenang tentang kecelakaan yang terjadi deng-

«n aldat angkutan lalu lintas Jjalan yang bersangkutan

dan mengakibatkan cacat tetap atau cedera pada si

penuntut;

Surat keterang«n cCoxter tentang jenis cacat tetap

atau cedera yang terjadi cebagal akibat . keeelakaan

lalu lintus jalan:

Sura*-rurat bukti lain yeaag Jianggap perlu guna _pes
etalwli faltba caicel “teétap yang terjadi, hubungan

cebab musabadb antira cacat tetap atau eedera terse-

<

but dengzn pengrunaan alat angkutan lalu lintas Ja-

lan sebigal demikian den hil-hal yang menentukan
' - . - -
{2 Mbay 2l all dilie. 3 aatpy narus diberikean DErda—

sarken Feraturzn Femerintah ini,

25arkell pede Lal tersebur di atas, jika | dikaitkan




dengan praktek yang terjadi sekarang ini, maka instansi yang
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ditentukan dalam pasal 17 tersebut untuk memberikan alat-

@lat bukti mengenai sah tidaknya ganti rugi, telah -.diper=-
lengkapi oleh P,T. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja
dengan Formulir Paftar Isian Model K-1,

Suatu hal vong patut diketengahkan dalam hal ini, me-~
nyangkut adanya suatu batas waktu/tenggang waktu untuk meng-
ajukan permintaan santunan dana kecelakaan lalu lintas Jja=
lan, Mengenai tuntutan ganti rugi untuk dana kecelakaan lalu
lintas jalan harus diajukan menurut Jangka waktu tertentu
yang telah ditetapkan, dan di luar waktu yang telah ditentu-
kan tersebut aken mengakibatkan gugurnya hak atas ganti ke-
rugiun. Ketentuan mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Pe-
raturan Femerintal Nomor 18 Tahun 1765, pasal 1€ ayat (1),
(2), (%), yanz Yerbunyi :

Passl 18 ayat (1)

Hak atac ganti kerugiuan pcrtanggungan seperti dimaksud

pasal 10 ayat (2) di «tas menjadi gugur, dalam hal- hal

gebagai berilut :

a. Jika tuntutan pembayaran dana tidak diajukan dalam
wa¥tu enam btulan sesudah terjadi kecelakaan lalu
lintas jalan yang bersangkutan;

b, Jika tidak diajukan gugat«n terhadap rerusahaan pa-
de rengadilan perd.ta yang berwenang dalam walktu

enam bulin sesud.i tuntutcn pembayaran ganti  rugl




rertangrungan ditolak secare tertulis oleh direkst

c. Jika ra¥ atas ganti kerugian pertanggungan tidak
direalisier dengan sesuatu penagihan kepada perusa=
hazn atlau kepada instansi pemerintan atau pihak la=
in yang dimaksudkan pada pasal 15 ayat (2), dan da-
lam waktu tiga bulan sesudah hak tersebut  diakui,
ditetapkan atau disahkan.

Pasal 18 ayat (2)

Perusahaan berhak menolak tuntutan-tuntutan ganti rugi

pertanggungan, Jjika pemeriksaan bantuan dokter sebagai

mana dimaksudkan pada pusal 10 ayat (5) dan (6), tidak
diterima oleh yang bersangkutan,

Pasal 18 ayat (3)

Setelah pembayaran ganti kerugian pertanggungan dilak-

sanakan, perusahaan tidak mempunyai kewajiban apapun

lagi untuk melakukan pembayaran selanjutnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui
bahwa pada daseinya y«ng dijamin alau terjamin oleh cuatu
santunan kecelakawun lalu lintas jalan adalah pihak korban
sendiri atau ahll warienys serta Lali atas penuntutan dana

tersebut telum gusur kKarene lampiu waktu,

."’.-A :L. . »-:..-_) “ Ju;.l&h ‘C...:.l i ¥ e AL&__.LJ.. J .Li.r:, Di}FT'”’an

Ganti kerugian yang diperolsh pihak korblan berzumber
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pacda Cine yang lerdimpub 2iri wa_jyocalat dalam bentuk iuran
wajib dan sumbangan wajib, ituran hukurnya diatur dalam Un-
dang-undang Yomor 3% dan 34 tahun 1964 berikut dengan keten-
tuan-ketentuan pelaksanaannya yang diatur dalam Teraturan
Pemerintah Nomor 17 dan 1€ tzhun 1965, digunakan atau diman-
faatkan sesuai tujuannya yazitu pemberian jaminan sosial be=-
rupa santun«n «surensi,

Besarnya jumleh ganti kerugian (santunan asuransi) yang
diterikan menurutl tarifl yang ditetapkan oleh Menteri Keuang-
an R.I dengan 8urat Keputusan Nomor 807/KMK. 011/1982 dan
Nomor 808/KMK, 011/1982 Tanggal 30 Desember 1982 adalah :

1. Kecelakaan-kecelakaan lalu lintas yang terjadi se-
jal t.rLL;ung pade tanggal 1 Januari 1983 dan sesu-
dahnye yang mengekibatkan korban manusia, baik se=-
bagai penumpang umum maupun kecelakaan lalu lintas
jJalan yang dicetayt an o° 2t

yang Jijamin clen ketentuan Undang-undang Nomor 33
dan 34 tahun 1964 serta Peraturan-peraturan pelak=-
Sanaanny«, pemberian Santunan Asuransi kepada kor-

ban atau ahli waris korbtan ditetapkan sebagai beri-

kut ¢
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fderaanl Lermotor dan

a. Dalsm hal kertan reninggel dunia maka Santunan Asu=

ranci dibverilian ¥opada «lill warisnya yang sah dan

sesuai dengin ketentuan yang diatur dalam Undang-
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undeng fomor 23 dan 24 tahun 1964 serta -reraturan
PelukSaldunnyd, Letec«r . 1.M00,000,- (Satu juta
rupiah);

bila korban mengalami luka-luka maka Santunan Asu-
ransi diberikan berupa biaya perawatan dan pengobat-
an, yang dibuktikan dengan kuitansi yang asli / sah
dari Rumah Sakit/Dokter yang merawat serta dari Apo-
tek di mana dilaksanakan pembelian obatnya dengan
Jumlah biaya setinggi-tingginya (maksimun) f. 1.000,
000,- (Satu juta rupiah):

dalam hal korban meninggal dunia dan tidak mempunyai
ahli waris, maka kepada yang menyelenggarakan pengu-
buran jenazah korban, diberikan biaya penguburan
sebagai dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf (d)
dari Peraturan-Feraturan Pemerintah Nomor 17 dan 18
Tahun 1965, sebesar fp, 50,000,- (Lima puluh ribu ru-
piah);

bila ternyata korban akibat luka-luka yang diderita-
nya mengalimi cacat tubuh yang merupakan cacat tetap
y?ng diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas ter-
sebut, kepada korban diberikan pula Santunan Asuran-
sl Cacat Tetap yang besarnya menurut ketentuan Dok=
ter yang merawat korban disesuaikan dengan prosenta-

se tingkatan cacat tetapnya sebagaimana ditetapkan

o]

e
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dalam pasal 10 ayat 3, Peraturan Pemerintah Nomor 17
din 18 Tahun 1965 dengan jumlah setinggi - tingginya
P g . SO N R i fp. 2.000,000,=- (Dua juta rupiah),
Prosentase tinghatan cacat tetap yang diatur di dalam

kedua Peraturan Femerintah tersebut di atas adalah :

1. Dalam hal cacat tetap dari: Kanan Kiri
a, Kedua lengan atau kedua kaki - 100% -
b. Satu lengan dan satu kaki - 100% -
¢. Penglihatan dari kedua mata - 100% -

d. Akal budi seluruhnya dan tidak
dapat sembuh yang menyebabkan
tidak dapat melakukan suatu pe-
ker jaan

e. Jengan dari sendi bahu

f. Tengan dari atau di z2tas sendi
giku

g. Tangan dari atau di atas sendi
pergelangan tangan

¢ Satu kaki

Penglihatan dari satu mata

Ibu jari tangan

Telun juk tangan

= - A T i - 3
.

« Felingking tangan

m, Jari tengah atau jari manis




tangan 10% 5%

n, Tiap-tiar jari kaki 5% 5%

Jika korhan orang ¥idul, maka prosentase yang ditetap=-
kan sebagii tersebut fi atas, untuk anggota-anggota badan
karena berlaku untuk anggota-anggota badan kiri, Bila  ter-
dapat sesuatu cacat tetap yang tidak tercantum dalam daftar
sebagai tersebut di atas, prosentasinya akan ditetapkan oleh
Direkesi P.T. (Persero) Asuransi ¥erugian Jasa Raharja seim-
bang dengan tingkatan cacat tetap yang tercantum dalam daf-
tar tersebut. Dalam hal ¥orban mengalami cacat tetap bebera-
pa anggota badan, maka pembayaran Santunan Asuransinya dite=-
tapkan dengan menjumlah prosentase-prosentase dari tiap-tiap
angpota badan, tetapi pembayaran Santunan Asuransinya diba-
tasi setinggi-tingginya 100%.

Untul mendapatkan Santunan Asuransi Cacat Tetap ini,
harus dibuktikan oleh keterangan Dokter atau yang berwenang
lainnya yang terasngkutan dengan perawatan korban, bahwa ca-
cat tetap yang diderita korban adalah sebagal akibat kecela-
kaan Alat Angkutan FPenumpang Umum atau Kecelakaan lalu 1lin-
tas jalan yang diatur oleh kedua Undang-undang tersebut.

Perhitungan prosentase atas tiap-tiap anggota badan
yang cacat tetap, menurut hemat penulis sudah tidak berguna
lagi bila mana kebetulan yang tertimpa cacat tetap tersebut

sudah merupakan pembay iran asuransi yang maksimun, untuk itu




b
perlu kiranya terhadap santunan asur nsi yang dibatasi  ter-
gebut rendapat perhatizn cecara !'hurus cebab bigaimanapun
pemberian santunan pada hakekatnya diperuntukkan guna me-

ringankan beban si korban,
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ANALISIS DATA TAHUN 1985-1990

Sepanjang sejarah, perjalanan hidup manusia senantiasa
dihadapkan kepada tantangan serta permasalahan ekonomi dan
sosial, Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut telah
diperjuangkan dengan menciptakan berbagai bentuk peraturan
dan tindakan. Jerk#naan dengan ini Satjipto Raharjo (1980 :
40), berpendapat bahwa:

Perundang-undangan itu dapat dilihat sebagai suatu me=-

kanisme bagi penyelesaian konflik-konflik sosial.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka di Indonesia telah
diselenggarakan suatu program jaminan sosial sebagai prasa-
rana dalam rangka pemberian suatu bantuan sosial bagi masya-
rakat, Pemberian santunan tersebut sebagai akibat .. ksrugian
jiwa, musibah dan malapetaka yang tidak terbilang jumlahnya
disebablkan kecelakaan-kecelakaan di luar kesalahannya akibat
penggunaan alat-alat teknologi modern,

Di Indonesia pun dewasa ini, penggunaan produk teknolo-
gl yang tinggi di bidang industri alat angkutan cukup pesat.
Meskipun yang menikmati produk tersebut masih terbatas pada
golongan masyarakat tertentu, namun musibah yang sangat se-
ring terjadi sebagai akibat kecelakaan dengan menggunakan
kendaraan bermotor dan alat angkutan penumpang umum baik
yang melalui darat, laut maupun wdara. Hal ini sesuai pula

dengan pendapat H.M,N, Purwosutjipto (1981 : 62):
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AEibdt pembangunan lima tahun yang bertahap-tahap maka
di Indonesia sekarang tampak cekali bertambahnya jumlah

kendaraan termofpor, vereta api, ~ecavat terbang dan ka-
ral , _Yane rfelanjutnya merigikibatlan juga bertambahnya

“loelakaan-ecelakain penumpang y«ng semakin hari sema-
kin weningkat,

Sebugal manifestasi pemikiran sosial ke arah perwujudan
pemberian jaminan perlindunpgan untu masyarakat, maka dicip-
talanlah suitu cara pemberian jaminan sosial oleh Pemerintah
bagi segolongan masyaraikat yang memang wajar mendapatkannya.,
Penerima santunan itu adalah para korban penumpang alat
angkutan penumpang umum baik yang melalui darat, sungai, da-
nau, laut maupun udara dan at«u para korban kecelakaan lalu
lintas jalan., C:ra yang dilakukan itu pada dasarnya merupa=
kan langkah permulaan menuju cuatu program jaminan sosial

(Social security) yang meluas dan merata ke seluruh pelosok

tanah air,

Berhubung keadaan ekonomi dan keuangan negara belum me=-
mungkinkan untul menunjukkan program jaminan sosial gecara
murni, maka penyelenggaraan sistem pemberian jaminan sosial
harus dipikul bersama secara gotong royong oleh masyarakat.
Falsafah kegotongroyongan ini merupakan unsur pokok falsafah
hidup serta kepribadian bangsa Indonesia. Bertitik tolak pa-
da landasan falsafah inilah Pemerintah menyelenggarakan ja-
minan sosial melalui pola mekanisme asuransi, Pada hakekat-
nya prinsip asuransi diartikan (1984 : 2) sebagai :

Fenyelenggaraan jaminan social terhadap suatu golongan
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(atau sebagian) dilakukan oleh segolongan (sebagian)

laln dari pada masyarakat,

Untuk memberikan daya dukung dan landasan hukum yang
kuat bagi terlaksananya program pemberian jaminan sosial
dimaksud, agar berjalan dengan efektif, mantap dan . 1lebih
memasyarakat, maka diterbitkanlah peraturan perundang - un-
dangan:

1. Undang-undang No. 3% Tahun 1964 tentang Dana  Pertang-
gungan Wa jib Kecelakaan Penumpang, Jjuncto Peraturan Pe-
merintah No. 17 Tahun 1965 sebagai peraturan pelaksana-
annya.

2. Undang-undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan
Talu Lintas Jalan, juncto Peraturan Pemerintah No. 18
Tahun 1965 sebagal peraturan pelaksanaannya.

Rerkenaan dengan hal tersebut di atas, khususnya pada
Undang-undang No, 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan ILa-
Tu Tintas Jalan, mala dapat dilthat salinan penjelasan umum
undang-undang tersebut, yang berbunyi:

Setaraf dengan kemajuan teknik modern dalam penghidup-

manusia bermasyarakat, terkandung bahaya yang kian me-

ningkat disebabkan kecelakaan-kecelakaan di luar kesa-
lahannya.

Menurut statistik Direktorat Lalu-Lintas dari Departe-

men Angkatan Kepolisian, dalam tahun 1955 sampai deng-

an 196% di Indonesia telah terjadi 136.490 kecelakaan
lalu lintas, yang memakan korban 13,135 orang mati,

87.675 orang menderita luka-luka dan ratusan juta ru-

piah kerugian materil.

Kemajuan teknologi modern, sangat mempengaruhi penghi-
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dupan manusia yang bermasyarakat dan terkandung kecelakaan-

kecelakaan di luar kesalahannya., Akibat kecelakaan tersebut,
maka mereka harus mendapat perlindungan terhadap kerugian-
kerugian yang diderita karena risiko demikian yaitu hak Ja=-
minan asuransi sosial yang diberikan kepada setiap . korban
kecelakaan lalu lintas Jjalan yang menimbulkan kecelalaan,
Hal ini d.pat diberikan jaminan terhadap korban yang _herada
di luar angkutan berdasarkan bentak kecelakaan dengan kate-
gori yang sudah ditentukan. Lebih lanjut ditegaskan oleh Ny.
Emmy Pangaribuan (1980 : 30) bahwa :
Termasuk dalam kategori mereka yang berada di luar ang-
kutan yang menyebablan kecelakaan itu adalah . sebagai
beribut
a. Sewvaktu berjaldn kaki;
b. Sewaktu duduk-duduk atau berdiri di pinggir jalan;
¢. Cewaktu mengendarai kendaraan tidak bermesin (sepe-
da, becak, .isb);
d. Mereka yang berada di atas rel kereta api dan di-
langgar oleh kereta apij;
e. Mereka yang berada dalam kendaraan yang ditumpangi-
nya dinyatakan tidak bersalah menurut Undang=-undang
lalu lintas yang berlaku (kendaraan pribadi terma-

suk sepeda motor).

Jadi dalam hal ini pengemudi dan penumpang kendaraan
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pribadi akan berada dalam lingkungan pemberian Jaminan, bila
mana kecelakaan terjadi karena tabrakan/dilanggar suatu ken-
daraan bermotor, sedangkan kecelakaan yang menimpa kendaraan
pribadi yang bukan karena ditabrak atau dilanggar oleh ken-
daraan bermesin adalah tidak termasuk Jaminan, seperti kece-
lakaan karena kendaraan pribadi itu slip., Dalam hal kendara-
an pribadi itu slip dan terjadi kecelakaan, maka pengemudi
dan penumpang kendaraan tersebut tidak ditanggung oleh P,T,.
(Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja untuk mendapatkan
penggantian kerugian,

Kemudian untuk lebih mengetahui tentang pembayaran san-
tunan dan kecelakaan lalu lintas jalan ini penulis menge-
tengahkan berapa banyak pembayaran santunan yang telah dibe-
rikan sejak tahun 1985 sampai tahun 1990 di wilayah Kota-
madya Ujungpandang, Tabel berikut ini memperlihatkan  bahwa
pembayiran santunan dari tahun ke tahun cenderung menimgkat,
sebagai akibat kecelakaan lalu lintas Jalan yang terjadi cu-
kup tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dil}ihat pada tabel

berikut ini
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Data pada tabel tersebut di atas, memperlihatkan bahwa
kecelakaan lalu lintas jalan di Kotamadya Ujungpandang cende=-
rung meningkat dari tahun ketahun., Dengan data tersebut, maka
diperlukan suatu upaya untuk menanggulanginya, yaitu suatu
usaha penanggulangan yang bertujuan selain udaha penyelamatan
Jiwa manusia dan mengurangi penderitaan korban., Juga berarti
sebagal peringatan kepada pemakai jalan raya akan bahaya ke-
celakaan lalau lintas jalan, yang setiap saat dapat mengancam
Jiwanya, hal ini disebabkan karena kurang waspada dan tidak
hati~hati dalam menggunakan jalan.

Kemudian data pada tabel di atas, dapat diperinci:

a. Jumlah korban meninggal dunia 564 orang;
b, Jumlah korban yang luki-lulki 2031 orang:
¢. Jumlah korban yang menderita cacat tetap 19 orang.

Secara keseluruhan jumlah korban kecelakaan lalu lintas._
Jalan yang diberikan santunan sebanyak 2614 orang, ° dengan
Jumlah pembayaran k. 1.336.838.73%4.50,- (satu milyar tiga ra-
tus tiga puluh enam juta, delapan ratus tiga puluh delapan

ribu, tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah),
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PELAKSANAAN PEMBAYARAN SANTUNAN KECELAKAAN
IATU LINTAS JATAN DAN MASAIAH PEMECAHANNYA

4,1 Hambatan yang Bersifat Intern

Setiap bentuk kegiatan yang ada dalam masyarakat seperti
halnya pelaksanaan pembayaran santunan kecelakaan lalu lintas
Jalan , senantiasa mengalami suatu fase perubahan yang biasa-
nya disebut sebagai suatu keadaan perkembangan dan hambatan,
Hal ini patut disadari karena bagaimanapun juga setiap warga
masyarakat beserta segala macam aktivitasnya akan bergerak
dinamis mengikuti perkembangan zaman dan keadaan yang ada,
Keadaan yang demikian ini diakui pula oleh Sudikno Mertokusu-
mo (1984 : 7) dengan menyatakan bahwa :

Perkembangan masyarakat menyebabkan timbulnya perubahan

dalam masyarakat, dan perubazhan pandangan dalam masyara-

kat menghendaki hukum baru.

Pendapat di atas dapat diterima, sebab negara sebagai
organisasi dalam arti luas menghendaki adanya perubahan pan-
dangan masyarakat terhadap pelaksanaan pembayaran santunan
kecelakaan lalu lintas jalin dan penumpang umum. Hal ini ter-

bukti dengan adanya peninjauan-peninjauan terhadap besarnya
santunan yang patut dibayarkan kepada korban kecelakaan yang
senantiasa diubah untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan per-

kembangan zaman,

Kemudian dengan semakin meningkatnya kecelakaan lalu
L g
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lintas jalan yang terjadi, dalam merealisasikan pembayaran
ganti kerugian atas tuntutan yang ada, terjadi pula suatu
hambatan baik yang sifatnya intern maupun yang bérsifat eks-
tern,

Hambatan yang bersifat intern pada dasarnya berasal dari
dalam tubuh instansi yang menangani santunan bagi hambatan
kecelakaan lalu lintas, yaitu hambatan itu berupa pengelolaan
administrasi dalam ranga menyelesaikan setiap tuntutan ganti
rugi apabila terjadi kecelakaan lalu lintas jalan, belum mnme=
muaskan,

Kenyataan tersebut di atas diakui oleh Ign, Arief Rahmad
Kepala Bagian Klaim P.T, (Persero) Asuransi Kerugilan Jasa Ra-
harja Ujungpandang:

Bahwa hambatan Intern dalam pelaksanaan pembayaran san-

tunan kecelakaan lalu lintas jalan, terdapat pada soal

admnistrasi. Namun demikian hambatan ini sangat kecil
kesul itannya didalam rengelolaan mengenai pembayaran
santunan itu karena pada dasarnya prosedure administrasi
tuntutan ganti rugi sudah diatur jelas dalam Peraturan

Tererintah No. 18 tahun 1965 dan inilah yang menjadi pa=

tokan bapi Aparat Jasa Raharja dalam memberikan pelayan-

an kepada masyarakat. (Hasil wawancara, 15 Juli 1991).

Pernyataan yang dikemukakan oleh Kepala Bagian Klaim
P.T. (Fersero) Asuransi ¥erugian Jasa Rahatja Cabang Ujung-
pandang tercebut di atas, her:t penulis merupakan suatu hal
yang sulit, Sebab ~kenyataunnyd meskipun para aparat ber-
patokan pada Perturan. Pemerintah, namun’'masih ditemukan me=

salah dalam administrasi, Akibatnya timbul kelambatan dalam
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~

prosec pelaksanaan pembayiran santunan kecelakaan itu sen-
diri.

Alasan penulis sehingga berpendapat bahwa hal tersebut
sulit, karena berdasarkan hasil pengamatan penulis tentang
dan cara atau mekanisme pel}aksanaan pembayaran, dan didukung
oleh hasil wawancara penulis dengan pihak-pihak tertentu
yang sementara mengurus proses penuntutan ganti rugi, Untuk
itu nyata bahwa persoalan administrasi ini merupakan hal
yang sulit, baik dalam mekanisme kerjanya maupun dalam hal
proses pengadaannya, Namun bukan saja dari pihak Perusahaan
yang menghendaki agar pengurusan soal ganti rugi ini lebih
dipermudah tetapi juga dari masyarakat itu sendiri,

Hal tersebut di atas sesuai dengan hasil wawancara pe-
nulis dengan Muh, Yunus seorang karyawan Perusahaan Asuransi
Kerugian Jasa Raharja Cabang Ujungpandang, yang  mengatakan
bahwa:

Tada dasarnya kesulitarn yang timbul dalam proses pelak=-

ganaan pembayaran santunan kecelakaan lalu lintas Ja-

lan, hal ini karena memang undang-undang demikian, wa-
laupun kita sama-sama menghendaki agar pengaturan admi-
nistrasi pembayaran santunan itu lebih dipermudah. (Ha-

8il wawancara, tanggal 20 Juli 1991).

Selain karena pengaruh undang-undang yang menyebabkan
terhambatnya proses pelaksanain pembayaran santunan ini, ju-
ga karena tenaga (karyawan) yang harus bekerja secara sung-

guh-sungguh, Untuk mengulangi hal tersebut maka perlu di-

tingkatkan kuantitas dan kualitas karyawan. Dengan kelancar-
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an pelaksanaan tugas wsi; tujuan untuk memberikan pelayanan

kepada masyarakat secara memuaskan dapat tercapai.

4.2 Hambatan yang Bersifat Ekstern

Membahas masalah yang menyangkut hambatan ekstern dalam
pelaksanaan pembayaran santunan kecelakaan lalu lintas jalan
ini, maka hal ini sangat dominan, karena banyak kscelakaan..
lalu lintas jalan yang seharusnya mendapat santunan menjadi
terhambat realisasinya. Hal ini antara lain disebabkan ka=-
rena masyarikat sering menggunakan perantara dalam menuntut
ganti rugi. Aklbatnya . aparat yang berwenang dalam hal
ini sering mempersulit para korban dalam soal administrasi
dan kegjelian aparat memang dituntut untuk tidak melayani
masyarakat yang menggunakan perantara. Berkéndan dsnganhag-
batan .ekstern ini, Ign. Arief Rahmad Kepala Bagian : Klaim
P.T. (Persero) Asuransi Kerugiab Jasa Raharja:

Prosedure pengajuan dana santunan sudah berulankali ka-
mi expose kepada masyarakat dalam berbagai sarana in-
formasi seperti televisi, radio, surat kabar dll. Namun
pada kenyataannya sebagian anggota masyarakat cenderung
menggunakan orang lain sebagai perantara dalam mengurus
dana santunan, Hal ini terjadi karena anggapan bahwa
pengurusan untuk mendapatkan dana santunan itu sulit
apalagi bagi masyarakat pedesaan yang enggan berhadapan
dengan aparat petugas, dilain pihak ada oknum - oknum
tertentu yang sengaja memberikan informasi kepada kor-
ban atau ahli waris bahwa tanpa melalui perantara pasti
Jasa Raharja tidak akan melayani. (Hasil - SHaddncara,
tanggal 25 Juli 1991).

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, dapat disim-

pulkan bahwa hambatan-hambatan tersebut disebabkan kurangnya

BRSNS AR - S S T
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pengetahuan tentang Asuransi Jasa Raharja sehingga banyak
yang menjadi korban ballc sebagai penumpang umum maupun kece-
lakaan lalu lintas., Lebih lanjut dikatakan oleh Ign. Arief
Rahmad Kepala Bagian Klaim P,T, (Persero) Asuransi Kerugian
Jasa Raharja, bahwa :

Untuk mengatasi kesulitan di atas kami hanya menganjur-
kan bahwa korban atau ahli waris atau keluarganya sege-
ra menanyakan langsung ke kamtor Jasa Raharja agar ke-
padanya diberikan penjelasan dengan benar dan dengan
penjelasan dimaksud akan mempermudah melengkapi persya=-
ratan dana santunan dan disarankan agar jangan menggu-
nakan calo., (Hasil wawancara, tanggal 30 Juli 1991).
Selain hambatan tersebut di atas, terkadang pihak Kepo=-
lisian menjadi penyebab terhambatnya pembayaran santunan,
Hal ini terjadi karena petugas Kepolisian yang menangani ke-
celakaan yang terjadi, kurang memperhatikan fungsinya di da-

lam memberikan keterangan mengenai kecelakaan yang terjadi,

4,3 Pemecahan Masalah

Dalam rangka menyebarluaskan fungsi kewenangan 7.7,
(Persero) Asuransi Keruglan Jasa Raharja dalam meubawakan
misi atau tugas Pemerintah kepada masyarakat, serta manfaat
dan keuntungan yang didapat masyarakat dari pada xevljak~
sanaan-kebijaksanaan Pemerintah yang diatur dalanm Undang=-un-
dang No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Ke-
celakaan Talu Lintas Jalan juncto Peraturan Pemerintah  Wo.
17 Pahun 1965 dan Undang-undang No. 34 Tahun 1964 tentang

Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan juncto Peraturan Pemerin-
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tah Ko, 18 Tahu- 1965, maka perlu diadakan penyuluhan dan ke-
giatan lain yang erat hubungannya dengan usaha penanggulangan
kecelakaan lalu lintas jalan, Lebih jelasnya penulis meng-

Uraikan satu persatu langkah-langkah pemecahan:

1. Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan melalui berbagai media
dan sarana, baik yang dilaksanakan secara nasional oleh . EKan-
tor Pusat P.T, (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja mau-
pun oleh Kantor-kantor Cabang di daerah atau wilayah ker ja
masing-masing:

a. melalui TVRI baik oleh Stasiun Pusat Jakarta maupun
TVRI Stasiun daerah melalui acara : Masalah Lalu
Lintas, Sebaiknya Anda Tahu, Fragmen dan Sandiwara,
hasil liputan pembayaran Santunan Asuransi;

b, dan lain-lain acara yang memungkinkan, melalui kerja
sama dengan TVRI maupun instansi atau badan pene=-
rangan yang mempunyai jalur acara di TVRI;

c. melalui RRI atau Radio Swasta Niaga dengan acara /s
Tukang Sado (Bang Madi atau Mpok Ida), Kaset penyu-
luhan atau jingle Jasa Raharja dalam bahasa Indone-
sia dan 15 bahusa daerah, sanfiwara radio dan lain=-
lainnya;

d. melalui mobil wait penerangan dengan pemutaran film

penyuluhan melalui pengeras suara di terminal-termi-
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nzl bus dan pelabuhan penyeberangall demikian pula di
tempat-tempat umum dengan Jjangkauan masuk ke _desa-
desa;

e. melzlui pameran pembangunan, baik yang diselenggara-
kan ditingkat Propinsi, Kabupaten/Kotamadya maupun
luar kota dan terminal-terminal bus;

f. dengan menyebarluaskan sarana penyuluhan berupa cs-
takan seperti pengusmuzan, brosur, sticker, poster,
rambu-rambu lalu lintas kepada sekolah-sekolah dan
lain-lain rertemuan, rapat dinas dan sebagainya;

h, melalui televisi promotion di pelabuhan - pelabuhan

udara, kapal penyeberangan,

2. Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas
Dalam rangka menunjang usaha penanggulangan kecelakaan
lalu lintas yang tujuannya selain untuk usaha penyelamatan
jiwa manusia dan mengurangi penderitaan korban, demikian pula
sebagai pemberian peringatan kepada pemakai jalan-jalan raya |
akan bahaya kecelakaan lalu lintas yang setiap saat dapat
mengancam, maka P.T. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja
telah memberikan bantuan atau sumbangan:
a. menyumbangkan kendaraan-kendaraan ambulance kepada
Rumah-Rumah Sakit, Palang Merah Indonesia dan Kepo-
lisian di seluruh wilayah Sulawesi selatan;

b. menyumbangkan paket alat-alat bedah kedokteran daru-
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Kesimpulan

Adanya perkembangan pengangkutan tersebut, maka kelihat-
an persoalan yang menyanckut pelaksanaan santunan dana
kecelakaan lalu lintas jalan, merupakan suatu hal yang
sangat penting bagi masyarakat, karena di samping kecela-
kaan lalu lintas julan yang senaintiasa terjadi, juga ka-
rena warga masyarakat dipandang harus mendapat perlin-
dungan dari akibat timbulnya kecelakaan tersebut.

Bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban kecela-
kaan lalu lintas jalan dalam bentuk dana kecelakaan 1lalu
lintas alan, merupakan modal yang disediakan guna pem-
bayaran setiap kecelakaan lalu lintas jalan yang terjadi.
Fada dasarnya yang berhak menerima santunan kecelakzan
acdalah korban sendiri apabil« tidak meninggal dunia atau
ah1i warisnya apabila meningg«l dunia. Tetapi ada bebera-
r4 pengecualian terhadap oranf-ordng yang berhalt menerima
cantun4an tersebut, bilaman. kecelakaan itu suatu kecela=-
kaan seperti diatur dalanm risal 13 Feraturan Femerintah
Vomor 18 Tahun 1965,

Pelaksanaan pembay.iran santunan kecelakaan lalu lintas
Jalan di kotamady« Ujungpandang, kelihatan dari tahun ke-
tahun cenderung mengalami ypeningkatan. Hal ini disebabkan

rarena kecelakaan 1lalu lintae julan juga dari tahun ke=
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tahun cenderung meningkat.
Dalam pelaksanaan pembayaran santuran kecelakaan lalu
lintas jalan, terdapat pula hambatan-hambatan yang = ber-

gifat ekstern.

Saran
Kiranya pihak P.T. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Ra-
harja sendiri maupun secara bersama-sama dengan instansi=
instansi lainnya yang mempunyai hubungan kerja, memberi-
kan penyuluhan/penerangan kepada masyarakat secara terus
menerus dan merata kepada masyarakat luas, agar masyara-
kat dapat mengetahui dengan baik kegunaan dari adanya
pembayaran cantunan kecelakaan lalu lintas jalan,
Dalam pembayaran santunan kecelakaan lalu lintas jalan,
diusahakan pula pembayaran uang jaminan dapat dibayarkan
kepada yang berhak dalam waktu yang singkat dan  proses-
nys memudahlan bagi wereka terutama yang tinggal jauh
terpencil dipedesaan.
Untuk menghindari kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul
dalam pelaksanaan pembayaran santunan kecelakaan lalu
lintas jalan ini, maka perlu kiranya disaranken agar me=
kanisme kerja dari pihak P.T. (Persero) Asuransi Kerugian
Jusa Raharja lebih ditingkatkan.

Sulah saatnya diterapkan Self Service, yaitu suatu bentuk

pelayanan senciri dengan menyiapkan segala kebutuhan yang
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menyangkut pelalsanaan pembayaran santunan dana kecelaka=
an lalu lintas jalan yang dim ksud. Fal ini perlu dilaku-
Kan agar pembayaran dana tersebut dapat berjalan secara
efektif secsuai dengan kehendak masing-masing pihak yang
berkepentingan.

Dalam rangre menunjang usaha penanggulangan kecelakaan
lalu lintes, maka sudzh saatnya dilakukan perbaikan- per=-
baikan jalan lalu lintas, serta memasang sejumlah papan-
papan peringatan/tanda-tanda bahaya dijalan=-jalan dim«na

sering terjadi kecelakaan lalu lintas.
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